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	GUBERNUR SULAWESI BARAT




    PERATURAN GUBERNUR  SULAWESI BARAT
    NOMOR         TAHUN  2009

  TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SULAWESI BARAT ,
	Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

	:

:

:
	a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk UPTD untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
b. bahwa dalam rangka menata dan mengembangkan pelayanan di  bidang obat dan perbekalan kesehatan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu memebentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurua dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005
7. Keputusan Menteri Kasehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kasehatan RI Nomor1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbeklan Kesehatan
9. Peraturan DaerahProvinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Transmigrasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tanggal 19 Desember 2008 Nomor : 061/3936/SJ.


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
c. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju; 
g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) disebut Kepala UPTD Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat;
h. Sub Bagian / Seksi adalah Sub Bagian / Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat;
i. Unit Pelaksana Fungsioanl /  Instalasi adalah Unit Pelaksana Fungsional / Instalasi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat;
j. Instalasi Farmasi adalah tempat penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
k. Penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan adalah segala tindakan yamg dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga obat-obatan dan perbekalan kesehatan dari masalah-masalah pencemaran, kontaminasi dan gangguan  keamanan yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas obat dan perbekalan kesehatan yang ada;
l. Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan adalah segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk membawa obat dan perbekalan kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan baik ke Instalasi Farmasi Kabupaten maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 
BAB  II

PEMBENTUKAN 

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
BAB  III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama 

Kedudukan
Pasal 3
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalsi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
Bagian Kedua 
Tugas Fungsi

Pasal 4
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok :

a. melaksanakan pelayanan di bidang obat-obatan dan perbekalan kesehatan;

b. melaksanakan dan menyediakan serta merencanakan kebutuhan obat buffer dan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) beserta perbekalan kesehatannya;

c. melaksanakan ketatausahaan UPTD;
d. mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan ke Instansi Farmasi Kabupaten, pelayanan kesehatan dan daerah lain yang membutuhkan di Provinsi Sulawesi Barat;

e. melaksanaka monitoring ketersediaan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten.
Bagian Ketiga 
Fungsi

Pasal 5
Untuk melaksanakn tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
a. merumuskan kebijakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat;

b. melaksanakan pelayanan distribusi obat dan perbekalan kesehatan;

c. melaksanakan monitoring dan ketersediaan obat di Kabupaten
d. melaksanakan perencanaan dan penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan.
BAB  IV

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal  6
(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instansi Farmasi terdiri dari : 
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Perencanaan dan Keuangan;
d. Seksi Pelayanan Distribusi dan Penyimpanan
e. Seksi Pelaporan dan Evaluasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB  V
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN
Bagian Pertama 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pasal 7
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas Memimpin, Menyusun Kebijakan, Membina, Mengkoordinasikan dan Mengawasi Pelaksanaan Tugas Instalasi farmasi sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
b. Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menyusun Rencana Kegiatan Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat;
b. Mendistribusikan Tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kapada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. Memantau, Mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan Kegiatan Bawahan untuk Mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. Mengkoordinasikan Perencanaan, Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi ketersedian obat dan perbekalan kesehatan;

e. Melaksanakan Koordinasi dengan Lintas sektor terkait;

f. Mengkoordinasikan Perencanaan kebutuhan, kegiatan instalasi farmasi;

g. Mengkoordinasikan Perencanaan Keuangan, Logistik dan kelengkapan Instalasi Farmasi;

h. Merencanakan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan;

i. Memfasilitasi pelayanan distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Instansi Farmasi Kabupaten (IFK) dan pelayanan kesehatan dasar lainnya serta daerah lain yang membutuhkan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;

j. Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional kegiatan, peralatan dan kenagaan;
k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD instansi farmasi dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk penentuan kebijakan dan pengembangan UPTD;

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD
(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPTD

(3) Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan sub bagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
e. membuat, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
f. menyusun rencana kebutuhan dan urusan rumah tangga UPTD;

g. mengatur administrasi naskah dinas masuk dan keluar pada UPTD;

h. mengklarifikasi dan mendistribusikan naskah dinas sesuai petunjuk / disposisi pimpinan kepada seksi yang menangani untuk diproses;
i. melakukan administrasi kepegawaian antara lain meliputi, penyusunan DUK, besetting dan data pegawai serta usul mutasi pegawai;
j. mengurus administrasi pengelolaan Inventarisasi barang dan alat tulis kantor;
k. mengatur administrasi keuangan, perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai dalam lingkup UPTD;

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian Tata Usaha;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan dan Keuangan

Pasal 9

(1) Seksi Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

(2) Seksi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan tugas sesuai dengan bidangnya;
(3) Tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan ugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi  pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. mengikuti rapat-rapat sesuai bidangnya;
e. membuat, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;

f. merencanakan kebutuhan obatbuffer stok dan obat PKD serta perbekalan kesehatan (Pelayanan Kesehatan Dasar);

g. melayani permintaan dana kegiatan dari tiap seksi dan subag Tata Usaha;

h. menyusun laporan kegiatan seksi perencanaan dan keuangan;

i. melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Seksi Penyimpanan dan Distribusi

Pasal 10
(1) Seksi Penyimpanan dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

(2)  Seksi Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan tugas sesuai dengan bidangnya;
(3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyimpanan dan Distribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
d. mengikuti rapat-rapat sesuai bidangnya;
e. membuat, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;

f. mencatat semua penerimaan dan pengeluaran obat dan perbekalan kesehatan di UPTD;

g. mendistribusikan obat dan perbekalan kesehatan bila diperlukan;

h. mempersiapkan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan yang diminta;

i. mengembalikan (return) obat dan perbekalan kesehatan;
j. menyusun laporan kegiatan seksi penyimpanan dan distribusi;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 11

(1) Seksi Pelaporan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

(2) Seksi Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan tugas sesuai dengan bidangnya;

(3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirinci sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaporan dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

d. mengikuti rapat-rapat sesuai bidangnya;

e. membuat, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas untuk menghindari kesalahan;

f. mencatat dan mengevaluasi semua laporan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan di UPTD;

g. merangkum dan mengevaluasi semua laporan pemakaian obat yang telah didistribusikan oleh Seksi Penyimpanan dan Distribusi;
h. merangkum dan mengevaluasi Lembar Permintaan dan Lembar Pemakaian Obat (LPLPO) dari IFK Kabupaten tiap triwulan;

i. melaksanakan kajian dan analisis kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan;

j. menyusun laporan kegiatan seksi Pelaporan dan Evalusi;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 
BAB  VI

TENAGA FUNGSIONAL
Pasal 12

(1) Tenaga Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sesuai fungsinya berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki;

(2) Tenaga Fungsional di SK kan ketenagaannya oleh Gubernur; 

(3) Tenaga Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat melalui kepala seksi yang membawahinya;

(4) Kenaikan pangkat tenaga fungsional berdasarkan tunjangan fungsional yang besarnya didasarkan atas jenjang kepangkatan yang dimiliki.

(5) Setiap tenaga fungsional mendapatkan tunjangan fungsional yang besarannya didasarkan atas jenjang kepangkatan yang dimiliki.
Pasal  13
Tugasa dan Fungsi
(1) Tugas tenaga fungsional memberikan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan kepada pihak yang membutuhkan;
(2) Dalam melaksnakan tugasnya, setiap tenaga fungsional diwajibkan untuk mengisi daftar pekerjaan yang dilakukan untuk dikonversikan ke angka kredit. 
Pasal  14
(1) Fungsi tenaga fungsional sebagai tenaga yang melaksanakan tugasnya sesuai latar belakang keilmuan yang dimiliki untuk membantu pelayanan di Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat;
(2) Tenaga Fungsional berfungsi juga sebagai pengelola kegiatan dibawah seksi.

BAB  VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 15

Pejabat Eselon III dan IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Gubernur atas pelimpahan kewenangan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
BAB  VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala peraturan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instalasi Farmasi Provinsi Sulawesi Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

(2) Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
	Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal  25 Mei 2009 
                                                                 GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

                                                                  H. ANWAR ADNAN  SALEH


	Diundangkan di Mamuju

pada tanggal  25 Mei 2009     

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ,

 H. M. ARSYAD HAFID


BERITA  DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN  2009   NOMOR  13
LAMPIRAN
:  
PERATURAN GUBERNUR SULAWEISI BARAT
TENTANG
: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR
:
13 TAHUN 2009 
TANGGAL
:
25 Mei 2009 
 

STRUKTUR ORGANISASI (UPTD) INSTALASI FARMASI


GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

    H. ANWAR ADNAN  SALEH



KEPALA UPTD








SEKSI PELAPORAN


DAN EVALUASI








KELOMPOK JABATAN


FUNGSIONAL








SUB BAGIAN


TATA USAHA








SEKSI PELAYANAN DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN








SEKSI PERENCANAAN  DAN KEUANGAN








